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Mediasi dalam sengketa hak asuh anak sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil, banyak 
faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya mediasi dalam sengketa hak asuh anak, yang 
mempengaruhi efektivitas mediasi tersebut. Penulis telah meneliti tentang Tinjauan Hukum 
Islam terkait efektifitas mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bulukumba. 
Penulis menggunakan jenis penelitian field research kualitatif dimana penelitian ini 
menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang 
terjadi dalam perkara yang di teliti. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data 
primer dan data sekunder, Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas mediasi dalam upaya 
memediasi di Pengadilan Agama Bulukumba telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi 
dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian 
antara para pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan merijuk kepada 
KHI dan  Undang Undang serta yang menjadi penghambat proses mediasi adalah  lemahnya 
partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan  yang mempengaruhi ke 
efektifitasan mediasi. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses 
perdamaian berdampak pada rendahnya  prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian 
bagi para pihak yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di 
pengadilan masih sangat rendah. 
Kata Kunci: Efektifikas Mediasi, Sengketa Hak Asuh Anak,Pengadilan Agama, Hukum Islam 
Abstract 
Mediation of a child custody dispute  its very little poibility to be succefull,a lot of factor effect 
didnt work out in a child custody dispute, and that infect those mediation evektivity. A writer 
reserched of islamic law abaout mediation evektivity of a child custody sidpute in bulukumba. 
A Writer using a kind of field reserch kualitatif. This reserch desribe it kualitatif abaout object 
talked in reality in case reserched. As for the resource of reserarch data from primer and 
secunder data. Then, method of collecting data used interview, observed and 
dokumentasion.the results showed that mediation evektiviti in effort from mediation in religius 
chort bulukumba has been trayed to  optimizing procces of mediation by maksimum effort for 
bring about peace between parties. Mediation already implemented according to the rules of 
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Mahkamah agung no.1 Tahun 2016 about mediation by heading to KHI and constitution. Which 
is an obstacle mediation is weak of participation to peace proces.other than availability of 
procedures adequate that has an impact to judge power to had a peace.and then evektivity of 
mediation in chort still very low. 
Keywords: Mediation Effectiveness, Child Custody Disputes, Religious Courts, Islamic Law 
 
 
A. Pendahuluan  
Dapat disadari, bahwa peradilan agama sudah ada dan tumbuh bersama dengan 
pertumbuhan agama Islam di setiap daerah yang didatanginya, potensi itu termasuk di 
Indonesia.1Sengketa adalah perselisihan, percekcokan, pertikaian atau pertentangan yang 
terjadi antara pihak yang berkaitan satu deengan yang lainya dengan hak yang bernilai, 
baik berupa uang atau benda 2. Menurut Achmad Ali sengketa atau konflik merupakan di 
mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan masing-masing tujuan pokok tertentu 
dari parapihak, saling mengeluarkan tekanan sehingga satu sama lain gagal dalam 
mencapai suatu pendapat dan para pihak berusaha untuk memperjuangkan secara sadar 
tujuan  pokok mereka. 
Sengketa dapat terjadi kepada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu 
dengan invidu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, 
antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara 
negara satu dengan negara lainnya, dan sebagainya. Sengketa bersifat public ataupun 
keperdataan dan dapat terjadi didalam lingkup nasional dan internasional. 
Dari sengketa yang terjadi, kebanyakan penyelesaikan sengketanya melalui lewat 
jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata islam maka arahnya ke 
Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan suatu masalah sengketa ataupun perkara di 
pengadilan, maka salah satu jalan yang ditempuh di sana akan diberikan subuah tawaran 
dalam bentuk perdamaian yaitu mediasi dalam menyelesaiakan sengketa, perkara dan juga 
konflik.  
 
1 Jamal jamil substansi hukum perkawinan di lingkuang peradilan agama (Jurnal Al-Qadāu Volume 2 
Nomor 1/2015) 
2Anita da kolopaking, asas itikat baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase, (pt alumni 
bandung 2013) hal 10. 
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keputusan keputusan dari pengadilan atau mahkamah sifatnya mengikat bagi para 
pencari hukum atau hakim itu sendiri3 Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), adalah sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan atau sebagai 
penasehat.4 
Secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, mediare yaitu berada ditengah. Ini 
menujukkan makna hakim harus berada pada posisi netral atau pengah dan sebagai 
penedan tidak memihak dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Ia harus mampu menjaga 
kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan 
kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa5 
Mediasi dalam islam yang biasa disebut dengan tahkim yang merupakan salah satu 
bentuk perdamaian yang di tengaih oleh seorang hakam. Hal ini membuktikan kesesuaian 
hukum islam dengan kebutuhan hukum manusia modern. Tahkim dalam terminology fiqh 
adalah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan 
yang terjadi di antara mereka. 
Dalam kasus persengketaan hak asuh anak setelah perceraian, masalah perdata ini 
di selesaikan di pengadilan dan juga menempuh mediasi guna mendapatkan kesepakatan 
antara orang tua kandung yang akan mengasuh anak tersebut. 
Dalam islam pemelharaan anak diebut dengan hadanah.secara etimologi, hadanah 
berarti “disamping” atau “di bawah ketiak” sedangkan secara terminologisnya , hadanah 
merawat dan mendidik seeorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan 
kecerdasannya, karena mereka tidak bia memenuhi keperluannya sendiri. 
Hadanah yang di maksud dalam diskurs ini adalah kewajiban orang tua untuk 
memelihara dan mendidik anak mereka dengan ebaik baiknya, pemeliharaan ini menakup 
masalah ekonomi, pendidikan dan segala esuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak6 
 
3 H. supardi, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dalam bidang Hukum Acara 
Peradilan Agama, jurnal produk pemikiran islam 
4 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hal. 569 
5 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional 
(jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 2 
6 Ahmad raqiq, hukum islam di indonesia, (jakarta : rajawali press, 1998), hal 235 
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Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, 
pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi,pendidikan, dan 
segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep islam, tanggung jawab 
ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, 
tidak menutupi kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam dalam 
menanggung kewajiban ekonomi tesebut7 
 
B. Metode Penelitian  
Jenis Penelitian ini adalah field research kualitatif dengan deskriptif analitis, yang 
mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 
yang menjadi objek penelitian 8. di mana diharapkan mampu untuk memberi gambaran 
yang menyeluruh tentang efektivitas Mediasi terkait Tinjauan Hukum Islam Terkait 
Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama. Setelah gambaran tersebut diperoleh, 
kemudian dianalisa secara kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, 
untuk menyelidiki secara cermat dan memahami kasus atau peristiwa dari Sengketa Hak 
Asuh Anak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 
yuridis. pendekatan yuridis merupakan  pendekatan dengan melihat atau memandang 
hal yang ada dari segi hukumnya terutama peraturan perundang- undangan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
 
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan 
Agama Bulukumba 
Adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 membahas tentang proses mediasi dan 
mediator secara terprinci. akan tetapi praktik dalam melaksanakan mediator tidaklah 
 
7 Drs. Ahmad raqiq, M.A . Hukum islam indonesia (jakarta : rajawali press, 1998), hal 235 
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 105 
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mudah.Dalam Hukum Islam Perdamain sangat anjurkan karna perdamaian akan 
membuat agar terhindar dari putusnya tali silaturrahmi sekaligus memutus konflik 
konflik yang terjadi di antara mereka. 
Surat Al Hujurat/49: 10 
َ َلَعلمُكْم تُ ْرََحُْونَ  َا اْلُمْؤِمنُ ْوَن ِاْخَوٌة َفَاْصِلُحْوا َبْْيَ َاَخَوْيُكْم  َوات مُقوا اّللٰه   ࣖ ِاَّنم
Terjemahan: 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” 
Hakim Muslindasari, S.y berpendapat :  
“Mediasi yaitu upaya mendamaikan untuk para pihak jika keduanya hadir maka 
diharuskan keduanya mengikuti mediasi kalau tidak itu bisa batal demi hukum 
karna dianggap tidak bersunggung sungguh itu dalam Perma No.1 Tahun 2016 
itu dampaknya adalah perkaranya dapat di cabut oleh majelis hakim karna tidak 
berihtikad baik. Ketika kedua belapihak di wakili oleh kuasanya wajib 
mengajukan kuasa istimewah sesuai dalam aturan”9 
Mediator dalam persidangan harus wajib mempunyai sertifikat sesuai dalam 
aturan PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 12 ayat 2 “Setiap Mediator wajib memiliki 
Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam 
pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau 
lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”, namun dalam 
pengadilan Agama Bulukumba tidak ada satupun yang mempunyai sertifikat karna 
untuk sekarang mahkama agung masih melakukan tahap diklat diklat dan wilayah 
sulawesi selatan terdapat 27 satker pengadilan di wilayah di Sulawesi tidak seluruh 
Indonesia bisa masuk hal ini di tegaskan pada pasal 13 ayat 2 PERMA No.1 tahun 
2016 Tetapi Mahkama Agung masih memberikan wewenang untuk memediasi pihak 
yang berperkara. 
Wildana Arsyad, S.H.I,M.H.I 
“Pada sidang pertama, ketua majelis hakim diwajibkan memberi perintah kepada 
 
9 Muslindasari, S.H., M.H. (30 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba ,18 Januari 2021 
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pihak yang bersengketa untuk menjalani proses mediasi tetapi mediator diberikan 
kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkn para pihak 
menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka”.10 
Dalam tahapan ini mediator tidak memaksakan setidakya memberikan 
pencerahan dan minimal dapat meredam dam meminimalisir emosi dari perkara 
yang tengah di hadapi masalah kalaupun tidak terjadi perdamaian. Dan setiap 
mediator mempunyai metoda dan cara dalam bermediasi dan mengoptimalkan 
tidak terjadinya rincuh dalam proses bermediasi, ada atau tidak tanda tanda 
berhasil minimal mediator sudah mengoptimalkan dalam mendamaikan pihak 
yang bersengketa. 
Berikut prosedur mediasi yang harus dijalani oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa yang harus dipahami dengan baik oleh seorang mediator: 
a. Tahap Pramediasi 
Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka hakim 
pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.kemudian 
menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.setelah itu Hakim pemeriksa 
perkara menyerahkan formulir tentang pernyataan para pihak telah menerima 
penjalasan. Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi pertama. para 
pihak langsung pulang dan menunggu surat panggilan mediasi oleh jurusita/jurusita 
pengganti..Kemudian Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui 
Panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan Jurusita atau Jurusita 
Pengganti;Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Mediator memperkenalkan 
diri dan jika diperlukan, juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 
memperkenalkan diri kepada Mediator. 
Selanjutnya Mediator berkewajiban; 
a. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi; 
 
10 Wildana Arsyad, S.H., M.H. (46 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, 
Bulukumba ,18 Januari 2021 
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b. Menjelaskan kedudukan, dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil 
keputusan. 
c. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu 
pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (Kaukus). 
d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para Pihak. 
e. Menyusun jadwal Mediasi bersama para Pihak. 
b. Tahap Mediasi 
Dalam tahap mediasi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Mediator 
adalah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan 
permasalahan dan usulan perdamaian. Para pihak bisa menyampaikannya secara 
lisan atau bisa juga secara tertulis dengan menggunakan lembar Resume Perkara. 
Jika dilakukan secara tertulis, maka Mediator dapat menunda Mediasi guna 
memberikan waktu kepada para pihak untuk menuangkan permasalahan dan usulan 
perdamaiannya secara lebih matang. Pada tahap atau pertemuan berikutnya, masing-
masing pihak dipersilahkan untuk menyampaikan salinan permasalahan dan usulan 
perdamaiannya kepada Mediator dan pihak lawan untuk kemudian dipelajari. 
Selanjutnya, Mediator menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan 
pembahasan berdasarkan skala prioritas. Kemudaian hakim mendorong para pihak 
untuk berbicara mengeluarkan segala informasi. Jika mencapai kesepakatan, maka 
Mediator berkewajiban membantu para Pihak dalam membuat dan merumuskan 
Kesepakatan perdamaian. Selanjutnya, Mediator menyampaikan laporan hasil 
mediasinya kepada Hakim Pemeriksa perkara, baik itu berupa laporan keberhasilan 
jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan atau laporan tidak dapat 
dilaksanakannya Mediasi karena terdapat pihak yang tidak beriktikad baik. 
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Mediasi Terkait Sengketa Hak 
Asuh Anak di Pengadilan Agama Bulukumba. 
Dalam hukum islam mengasuh anak itu wajib. Pasalnya anak adalah 
tanggung jawab orang tua. Mulai dari nafkah, pendidikan, tempat tinggal, 
perawatan, pengasuhan semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh membiarkan anak 
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tanpa penjagaan, terutama anak yang masih kecil yang mana bila ditelantarkan maka 
bisa membahayakan nasibnya.  
Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 
akibat putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian ialah : 1. Posisi ibu atau 
bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal 
itu semata-mata ddidasarkan atas kepentingan anak, apabila di antara keduanya 
terjadi sengketa mengenai penguasaan dan pengasuhan anak. 2. Pada dasarnya 
seorang bapak lah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anak. Apabila dalam praktiknya bapak tidak dapat memenuhi 
kewajibannya, maka pengadilan dapat memutuskan seorang ibu untuk ikut memikul 
biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
isteriTentunya setiap anak butuh seorang wali, baik dari orang tuanya ataupun sanak 
keluarga. Itu bergantung pada kondisi masing- masing.11 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menjelaskan bahwa hukum hak asuh anak 
adalah wajib. Pernyataan tersebut didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan Al-
Hadist yang menekankan bahwa jangan sampai nasib anak setelah perceraian 
terabaikan 
Q.S Al-Tharim /66:6, yaitu 
ا َوُقوُدَها ٱلنماسُ  َوٱْلَِْجارَةُ  َعَلي َْها َملَ هِٰٓئَكةٌ  ِغََلظٌ   ِشَدادٌ   ّلم    أَنُفَسُكمْ  َوأَْهِليُكمْ  ََنر  
  قُ وٰٓا 
 يَ هٰٓأَي َُّها ٱلمِذينَ  َءاَمُنوا 
 يَ ْعُصونَ  ٱّللمَ  َمآٰ  أََمَرُهمْ  َويَ ْفَعُلونَ  َما يُ ْؤَمُرونَ 
Terjemahan : 
 “Wahai orang-orang yang beriman!, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang durhaka kepada Allah 
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan”12 
Hukum hak asuh anak juga dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Islam (HKI) 
 
11 Selengkapnya lihat Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
12 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012),hal 820. 
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Indonesia, yakni di pasal 105 dan 156, yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang 
masih kecil (mummayiz) secara otomatis jatuh pada tangan ibunya. Kecuali pada 
kondisi-kondisi tertentu dimana si ibu dalam keadaan tidak baik secara mental atau 
agama, entah mungkin meninggal. Maka hak asuh bisa beralih ke keluarga lainnya. 
Pasal 156 
a. Anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadhanah dan 
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya 
digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, Ayah, 
saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita 
kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
b. Anak yang sudah mummayiz (usia diatas 12 tahun) berhak memilih 
untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. 
c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 
hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah 
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), 
dan (d).13 
Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 
jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 
Alasan kenapa anak yang belum mumayyis secara otomatis kepada ibunya, hal 
ini direkanan Ibu lebih mampu untuk merawat dan lebih mempunyai kasih sayang 
yang lebih, terlebih jika anak itu masih dalam penyusuan sebagaimana dalam Dalil 
Q.S. Al- Baqarah /2:233 
 َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْوَّلَدُهنم َحْوَلْْيِ َكاِمَلْْيِ ۖ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمم الرمَضاَعَة ۚ َوَعَلى اْلَموْ ُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنم 
  وَِكْسَوُُتُنم ِِبْلَمْعُرو
Terjemahan: 
 
13 Kompilasi Hukum Islam,(Bnadung: CV., Nuansa Aulia, 2012, cet.3, Edisi Revisi). 
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf.”14 
Dalam hukum Islam, menjadi kewajiban bagi kedua orang tua untuk 
mengasuh anak meski tak lagi tinggal bersama alias bercerai. Meski begitu, tetap 
ada aturan yang harus dipahami oleh kedua orang tua. Pertama, anak yang belum 
dewasa menjadi tanggung jawab sang ibu, terlebih jika ia masih menyusu. Saat 
usianya telah dewasa, anak berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Sementara 
itu, hak asuh anak di bawah umur akan berpindah ke ayah jika sang ibu memiliki 
sikap dan sifat yang buruk pada anak. 
Ada beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal apakah Islam 
mengutamakan syarat dalam asuhan. Peneliti mengurai dari beberapa pendapat 
ulama yang menjelaskan syarat asuhan, yakni: 
ulama mazhab sepakat bahwa, “dalam asuhan seperti itu diisyaratkan bahwa 
orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku 
maksiat, bukan pecuri, dan bukan peminum khamar, serta tidak mengabaikan 
anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah 
untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. 
Syarat syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki”  
Ulama Imamiyah dan Syafii memberikan pemahaman, yakni “seorang kafir 
tidak boleh mengasuk anak yang beragama Islam”. Sedangkan, mazhabmazhab 
lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mempunyai 
pendapat lain yaitu kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, 
mengugurkan hak asuhan. Imamiyah memiliki pendapat bahwa “pengasuh harus 
terhindar dari penyakir-penyakit menular”. Hambali mempunyai pendapat juga 
bahwa “pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting, 
di tidak membahayakan kesehatan si anak” 
 
14 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012) 
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Ulama’ fiqih juga sepakat menyatakan bahwa Ayah tidak bisa mengambil 
anak dari ibunya apabila mereka bercerai,kecuali ada alasan syara’ yang 
membolehkanya, seperti ibu itu dipenjara atau gila15 
tentang kedudukan anak maupun hak dan kewajiban antara orang tua dan 
anak dengan demikian sebenarnya tidak terdapat ketentuan yang membedakan 
antara laki-laki dan perempuan. Inti dari UUP 1974 bahwa hak dan kewajiban 
antara suami istri adalah sama, masing-masing pihak berhak untuk melakukan 
perbuatan hokum, menganut prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, 
suami isteri harus setia, tolong menolong, bantu membantu dan suami istri harus 
memelihara dan mendidik anak mereka16 
3. Efektifitas Dalam Sengketa Hak Asuh Anak pada Perkara 
No:646/pdt.G.220/PA.Blk dan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk 
Mediator sangat mempengaruhi efektivitas proses dalam mediasi. Maka   
mediator tersebut harus mempunyai skill mediator yang cukup , mempunyai 
pengalaman  yang baik agar dapat menyelesaikan perkara para pihak yang sedang 
bersengketa. apabila hal itu telah di kuasai maka proses berperkara akan mudah 
dan terbantu. skill yang sangat di butuhkan mediator dalam mediasi ialah mampu 
menganalisis ahli dalam melakukan pendekataan terhadap sengketa tersebut 
secara personal.17 
Dalam mediasi di Pengadilan Agama Bulukumba terkait Hadhanah, , Ibu 
Indriyani Nasir, S.H (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), untuk efektifitas 
mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bulukumba terkait sengketa hak 
asuh anak dikatan kurang efektif. 
Mediasi efektif atu tidaknya tergantung dari penilaian, apabila mediasi 
berhasil, ecara kasat mata mediasi itu efektif, akan tetapi dari segi prosedur apabila 
 
15 M.Jawadmughniyah,Fiqh Lima Madzhab (Jakarta: BassriePress,1994) Ha. 416 
16 Hartini Tahir Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Kedudukan Wanita      
dalam hukum indonesia (Jurnal Al-Qadau Vol.1 No 2/2014) 
17 Abd Halim Talli Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, jurnal Mediasi dalam 
Perma No.1 Thn 2008  
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mediasi tidak ada ksepakatan did dalamnya tetapi sudah d jalankan maka mediasi 
itu berhasil dan efektif. 
Setelah melakukan wawancara dari beberapa hakim di Pengadilan Agama 
Bulukumba bahwa efektivitas mediasi dapat dinilai dari kurang efektif, 
dikarenakan tidak adanya perkara yang berhasil di selesaikan melalui jalur 
mediasi. Kesimpulannya mediasi tergantung dari para pihak masing masing, dan 
mediator hanya membantu dan memperlancar jalannya mediasi tersebut. 
Adapun jumlah perkara hadhanah yang ditangani Pengadilan Agama 
Bulukumba selama tahun 2019-2020 (Januari – Desember) yaitu 4 kasus, di 
antaranya 1 di tahun 2019 dan 3 di 2020. 
a. Pada perkara Nomor 756/ Pdt.G/2019/PA.Blk, dalam kasus ini seorang 
anak yang belum mumayyiz  yang di asuh oleh oleh ayahnya yang 
kemudian ingin di ambil oleh ibunya, tetapi ayah anak tersebut tidak 
mengembalikannya dan berakhir eksekusi (diambil paksa oleh pengadilan). 
Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk 
menyelesaikan sengketa ini dengan jalan kekeluargaan namun tidak 
berhasil dan juga Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi 
sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator 
Achmad Ubaidillah, S. HI., namun tidak berhasil sebagaimana laporan 
mediasi Desember 2019. Majelis Hakim Mutuskan Pemegang Hadhanah 
jatuh kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan 
anak tersebut kepada Penggugat dalam hal ini karna anak terbut masih 
dalam penyusuan.  
b. Pada perkara Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk tentang perkara hak asuh 
anak. Dalam kasus ini anak yang dalam persengketaan belum  mumayyiz 
yang tinggal bersama ayahnya, dan ingin di ambil olehbunya, akan tetapi 
anak cenderung ingin ikut kepada Ayah tetapi melihat dari segihukum 
sesuai dalam Ketentuan Pasal 105 (a) dan 156 (a) maka, hakim 
memutuskan untuk membagi jadwal  dengan metode physical costudy atau 
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pembagian hari dalam pengasuhan anak di mana bagian ibu pada (hari 
libur) atau sabtu mingg ,sedangkan ayah pada hari senin sampai sabtu(Hari 
sekolah). 
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan dua orang hakim mediator dan 2 
perkara tersebut peneliti berpendapat bahwasanya mediasi di Pengadilan Agama 
bulukumba masih kurang efektif. Terbukti dari banyaknya perkara perceraian 
yang masuk, yang menjadi asal mula dari perkara hak asuh anak. 
Kebanyakan dari para pihak yang gagal dimediasdi tidak adanya itikad baik 
atau kemauan untuk berdamai, dari hal tersebut membuat para hakim mediator 
kesulitan dalam melakukan perdamaian dalam mediasi. keahlian mediator 
memang sangat di butuhkan tetapi tidak di pungkiri bahwasanya melihat dari 
sengketa dan kemungkinannya sulit untuk didamaikan. dan itu kembali kepada 
para pihak itu sendiri. jadi hasil yang didapatkan dalam mendamaikan perkara, 
karna memang perkaranya tidak terlalu rumit untuk di damaikan, bisa jg 
ssbaliknya, tetapi perlu di garis bawahi, para hakim mediator berusha untuk 
mendamaikan sengketa atau perkara yang masuk. 
Sudah merupakan tugas dari seorang mediator untuk menjadi penengah 
dalam proses mediasi, berangkat dari hal ini mediator yang juga seorang hakim 
tetap akan berusaha semaksimal mungkin guna mendamaikan sekian banyak 
perkara di Pengadilan Agama Bulukumba. 
 
4. Problematika Dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama 
Bulukumba  
Dari hasil penelitian ada beberapa faktor utama yang menghambat proses 
mediasi di pengadilan yaitu : 
a. Para pihak tidak mau menceritakan seluru masalah kepada mediator yang 
menghambat terjadinya mediasi, sehingga mediator menggunakan cara 
kaukus hal ini di atus dalam perma No.1 Tahun 2016 pasal 14 Huruf  e” 
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Menjelaskan bahwa meditor dapat mengadakan pertemuan dengan satu 
pihak tanpa adanya pihak lain (Kaukus)18 
b. Tidak adanya Niat para pihak untuk menjalankan mediasi, sehingga para 
pihak tidak bersungguh-sunggung ketika di mediasi. 
c. Para Pihak tidak mempunya iktikad baik dalam bermediasi 
d. Problematika mediasi bisa dating juga dari mediator, dimana meditor 
diharapkan mampu mengoptimalkan dalam memutuskan perkara tersebut. 
Dalam hal ini mediator yang bersertifikat diharapkan mampu membangkan 
skil dan lebih professional dalam menjalankan tugasnya, tapi kembali lagi 
berhasil atau tidaknya tidak bergantung pada ada atau tidaknya sertifikat 
mediator.   
D. Penutup 
Mediasi di Pengadilan Agama Bulukumba sudah  berjalan sesuai prosedur yang 
berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,terkait Hukum islam 
dalam menangani masalah pengasuhan anak yaitu apabila anak tersebut belum dewasa 
lebih mengutamakan ibunyalah yang mengasuhnya, hak asuhan terhadap ibunyajuga bisa 
jatuh apabila ada hal hal yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak. Jadi 
pemegang hadhanah bisa melihat anak tersebut dekat dengan siapa, dengan bapaknya atau 
dengan ibunya apabila anak tersebut sudah dewasa hukum islam juga memberikan 
kebebasan kepada sang anak untuk memilih kepada siapa anak tersebut akan ikut hal ini 
sesuai dalam ketentuan dalam undang undang, KHI dan dalil dalil Qur’an. 
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